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ABSTRACT

Land has significant economic, social, and legal value, making legal
certainty in land registration essential. However, disputes over land rights continue
to occur, including those arising from the issuance of replacement land certificates.
One such case is reflected in Supreme Court Decision Number 1832 K/Pdt/2023,
which declared Certificate of Ownership (Sertipikat Hak Milik/SHM) Number
01123 of 2020 in Palu City to have no legal force. This study aims to analyze the
legal considerations of the Supreme Court in the decision and to examine its
implementation and implications for the authority and administrative actions of the
Palu City Land Office.

This research employed a normative juridical legal research method using
a case study approach supported by a limited empirical approach. Primary,
secondary, and tertiary legal materials were collected through literature review,
document analysis, and interviews with a judge of the Palu District Court and
officials of the Palu City Land Office as supporting data. The collected data were
analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, legal
interpretation, and conclusion drawing by relating court findings, statutory
regulations, legal theories, and interview results.

The results show that the issuance of SHM Number 01123 of 2020 contained
both administrative and juridical defects because it was based on an unproven
claim that the original certificate had been lost and disregarded the legal
relationship of inheritance and transfer of land rights. The Supreme Court therefore
affirmed SHM Number 31 of 1970 as the valid original certificate based on
substantive justice and legal certainty. Furthermore, the decision places the Palu
City Land Office as an administrative authority bound to implement a final and
binding court decision through the cancellation of land administration products,
thereby strengthening legal certainty, protection of land rights, and orderly land
administration.

Keywords: Supreme Court Decision, certificate cancellation, inheritance dispute,
replacement certificate, legal certainty.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam sistem hukum agraria di
Indonesia, pengaturan dan kepastian atas hak tanah merupakan faktor penting
dalam menjamin kemakmuran rakyat dan mendukung pembangunan nasional,
karena tanah menjadi sumber utama kehidupan masyarakat agraris
(Simanjuntak & Maulana, 2024). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berperan sebagai
landasan utama dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat
(1) ditegaskan bahwa seluruh tanah berada di bawah kewenangan negara dan
wajib digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu,
Pasal 19 UUPA mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah
demi menjamin kepastian hukum bagi para pemegang hak. Meskipun
pengaturan hak atas tanah di Indonesia telah ditetapkan dalam UUPA beserta
peraturan pelaksanaannya, serta diperkuat melalui sistem pendaftaran tanah
yang bertujuan memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya masih ditemui
berbagai hambatan seperti sengketa kepemilikan, ketidaksesuaian data fisik
dan yuridis, serta adanya putusan pengadilan yang mempengaruhi kedudukan
sertipikat hak atas tanah (Purnama et al., 2025).

Permasalahan pertanahan seperti sengketa kepemilikan, ketidakjelasan
batas tanah, dan konflik atas hak atas tanah tidak hanya melemahkan kepastian
hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi
masyarakat serta menghambat pembangunan nasional (Wicaksono et al.,
2024). Meskipun sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan pada
dasarnya merupakan alat bukti formal kepemilikan, dalam praktiknya sertipikat
hak atas tanah sering dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau
permohonan pembatalan ketika ditemukan cacat administrasi, cacat yuridis,
atau adanya perselisihan hak yang menunjukkan bahwa penerbitannya tidak

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Yuliana, 2023).



Untuk memperkuat kepastian hukum tersebut, pemerintah mengatur
kembali mekanisme pertanahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 1 angka 6 dan angka
7 serta Pasal 32 ayat (1), ditegaskan bahwa sertipikat hak atas tanah memuat
data fisik dan data yuridis yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Jika kemudian ditemukan cacat hukum dalam proses penerbitannya, sertipikat
hak atas tanah dapat dibatalkan melalui keputusan pejabat yang berwenang
maupun melalui putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang mengatur
agar setiap hak atas tanah tercatat secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum (Sudana & Sastrawan, 2017). Kemudian, tahapan penyelesaian
sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Melalui Pasal 4 ayat (1),
Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan melakukan identifikasi,
verifikasi, dan klarifikasi terhadap laporan masyarakat terkait sengketa tanah.
Kemudian, Pasal 22 sampai Pasal 24 memberikan kewenangan kepada pejabat
pertanahan untuk menentukan tindakan administratif, termasuk pembatalan
sertipikat apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur. kondisi
tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan membutuhkan
ketelitian serta kepatuhan penuh terhadap prosedur hukum.

Selain kewenangan pembatalan sertipikat, pemerintah juga melakukan
pelimpahan kewenangan di bidang lain, yaitu penetapan hak atas tanah dan
pendaftaran tanah, melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut memberikan pelimpahan sebagian
kewenangan kepada pejabat di daerah agar pelayanan penetapan hak dan
pendaftaran tanah dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan transparan .
Meskipun demikian, percepatan ini tetap membutuhkan pengawasan ketat
untuk mencegah terjadinya kekeliruan yang berpotensi menimbulkan sengketa
baru. Aspek pencegahan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang



Pencegahan Kasus Pertanahan. Dalam Pasal 5 sampai Pasal 8, ditekankan
pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap data fisik dan data yuridis
sebelum sertipikat diterbitkan, guna menghindari tumpang tindih hak, klaim
ganda, ataupun potensi sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa
upaya preventif menjadi kunci dalam menekan tingginya jumlah masalah
pertanahan di Indonesia

Sekalipun aturan hukum telah dirancang secara lengkap, kenyataannya
sengketa pertanahan masih sering muncul. Salah satu perkara yang menjadi
perhatian adalah sengketa penerbitan Sertipikat Hak Milik Pengganti di Kota
Palu, yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2023.
Permasalahan ini berawal dari sengketa waris atas tanah yang terdaftar dalam
Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tanggal 29 Januari 1970 atas nama Marthen
Tandi. Setelah pemegang hak meninggal dunia, tanah tersebut menjadi objek
warisan bagi para ahli warisnya dan pada tahun 2000 telah dilakukan
pembagian harta peninggalan keluarga. Salah satu ahli waris, Tommy Yusuf
Tandi, pada tahun 2011 telah melakukan peralihan hak atas bagian warisannya
melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 432/Palu Selatan/2010
kepada Ny. Sintike Parabang.

Pada tahun 2014, Tommy memperoleh penetapan sebagai ahli waris
tunggal dari Pengadilan Negeri Palu. Namun, Pada tahun 2020 Tommy
membuat permohonan sertipikat pengganti kepada Kantor Pertanahan Kota
Palu dengan dasar penetapan sebagai ahli waris tunggal dan alasan bahwa
sertipikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1970 telah hilang. Permohonan tersebut
dikabulkan dan diterbitkan Sertipikat pengganti Hak Milik Nomor 01123
tanggal 19 November 2020 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu. Setelah
terbitnya sertipikat pengganti tersebut, Tommy menggugat Ny. Ribka Tandi,
Ny. Sintike Parabang, dan Ny. Devi Elvira Legi ke Pengadilan Negeri Palu
dengan mendalilkan bahwa dirinya adalah satu-satunya pihak yang berhak atas
seluruh objek tanah warisan, dan bahwa para tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum dengan tetap menguasai dan mengklaim tanah

tersebut.



Gugatan ini diajukan untuk memperoleh pengakuan hukum atas klaim
kepemilikannya berdasarkan penetapan ahli waris tunggal dan sertipikat
pengganti yang telah diterbitkan. Terhadap gugatan tersebut, para tergugat
mengajukan bantahan dan gugatan balik (rekonvensi). Mereka berpendapat
bahwa telah terjadi pembagian waris pada tahun 2000 dan bahwa Tommy telah
menjual bagian haknya pada tahun 2011, sehingga ia tidak lagi memiliki hak
atas objek tanah tersebut. Selain itu, dalam proses persidangan terungkap
bahwa sertipikat induk tidak hilang, sehingga penerbitan sertipikat pengganti
dipersoalkan keabsahannya. Atas dasar itu, para tergugat memohon agar
Sertipikat Hak Milik Nomor 01123 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum. Perkara tersebut diperiksa hingga tingkat kasasi, dan Mahkamah
Agung pada akhirnya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01123
tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan atas dasar yang tidak
sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya, khususnya terkait keberadaan
sertipikat induk dan status peralihan hak atas tanah.

Perkara ini tepat untuk diteliti karena menunjukkan bahwa sengketa
waris dapat berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum hak atas tanah,
bahkan berujung pada pembatalan sertipikat hak milik melalui putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penelitian ini
berfokus pada kajian normatif terhadap alasan hukum dan pertimbangan hakim
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832.K/Pdt/2023, sebagai upaya
memahami penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
penyelesaian sengketa waris di bidang pertanahan. Berlandaskan uraian yang
telah disampaikan di atas, dilaksanakan penelitian lebih mendalam mengenai
permasalahan tersebut dengan judul: “Analisis Yuridis Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1832.K/Pdt/2023 (Studi Kasus Pembatalan
Sertipikat Hak Milik Nomor 01123 di Kota Palu)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1.

Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan
Nomor 1832 K/Pdt/2023 yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor
01123 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum?

Bagaimana pelaksanaan dan implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor
1832 K/Pdt/2023 terhadap kewenangan dan tindakan administratif Kantor
Pertanahan Kota Palu dalam menangani Sertipikat Hak Milik Nomor

01123 Tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam

Putusan Nomor 1832 K/Pdt/2023 yang menyatakan Sertipikat Hak
Milik Nomor 01123 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum.

. Untuk menganalisis pelaksanaan serta implikasi Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1832 K/Pdt/2023 terhadap kewenangan dan tindakan
administratif Kantor Pertanahan Kota Palu dalam menangani

Sertipikat Hak Milik Nomor 01123 Tahun 2020.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan yang
berkaitan dengan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan hukum
waris, dengan memperkaya kajian mengenai pertimbangan hakim
dalam pembatalan sertipikat hak milik melalui putusan pengadilan.
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis
terkait penerapan asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan

keabsahan sertipikat hak atas tanah dalam sengketa waris.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait



2)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional dalam
menindaklanjuti putusan pengadilan yang berkaitan dengan
sengketa waris atas tanah, khususnya dalam rangka menjaga
tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum
hak atas tanah.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
kepada masyarakat mengenai pentingnya itikad baik dalam
pengurusan hak atas tanah warisan serta risiko hukum yang dapat
timbul apabila pengurusan sertipikat dilakukan tanpa melibatkan

seluruh ahli waris yang sah.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Kasus Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2023 (Studi Kasus Pembatalan
Sertipikat Hak Milik Nomor 01123 di Kota Palu), diperoleh kesimpulan

sebagai berikut.

1.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1832
K/Pdt/2023 menunjukkan bahwa penilaian terhadap keabsahan Sertipikat
Hak Milik Nomor 01123 Tahun 2020 tidak hanya didasarkan pada
keberadaan sertipikat sebagai alat bukti formal, tetapi juga pada
keseluruhan hubungan hukum yang melatarbelakangi penerbitannya.
Mahkamah Agung menilai bahwa SHM Nomor 31 Tahun 1970 tetap
berkedudukan sebagai sertipikat induk yang sah karena tidak terbukti
hilang sebagaimana dijadikan dasar permohonan sertipikat pengganti.
Selain itu, penerbitan SHM Nomor 01123 Tahun 2020 mengandung cacat
administrasi karena didasarkan pada alasan hilangnya sertipikat yang tidak
sesuai dengan fakta serta cacat yuridis karena mengabaikan hubungan
kewarisan dan peralihan hak yang telah terjadi sebelumnya. Analisis
terhadap alat bukti para pihak menunjukkan bahwa pembagian harta
warisan tahun 2000 serta peralihan hak melalui Akta Jual Beli Nomor
432/Palu Selatan/2010 telah memengaruhi kedudukan hukum para pihak
terhadap objek sengketa. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan
SHM Nomor 01123 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum dan
mempertahankan kedudukan SHM Nomor 31 Tahun 1970 sebagai dasar
hak yang sah. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian
hukum yang tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga
memperhatikan keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap

pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum atas tanah.

. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2023

menempatkan Kantor Pertanahan Kota Palu sebagai pelaksana

kewenangan administratif yang bersifat terikat dalam menindaklanjuti
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putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan
tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penanganan kasus pertanahan dan pelimpahan
kewenangan di  lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam
pelaksanaannya, Kantor Pertanahan tidak berwenang menilai kembali
substansi putusan, melainkan melakukan penelitian administrasi,
penerbitan keputusan pembatalan sesuai kewenangannya, pencatatan pada
buku tanah, dan penyesuaian data pendaftaran tanah sebagai tindak lanjut
amar putusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan
tidak hanya memulihkan kepastian hukum terhadap objek sengketa, tetapi
juga memberikan pembelajaran bagi administrasi pertanahan mengenai
pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap status ahli waris, riwayat
peralihan hak, keberadaan sertipikat induk, serta kesesuaian data fisik dan
data yuridis sebelum diterbitkannya sertipikat pengganti guna

mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut.

1.

Bagi Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan, Kementerian
ATR/BPN perlu memperkuat mekanisme verifikasi dalam setiap
permohonan penerbitan sertipikat pengganti, khususnya terhadap tanah
yang berasal dari pewarisan. Verifikasi hendaknya tidak hanya berfokus
pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan status
ahli waris, riwayat peralihan hak, keberadaan sertipikat induk, serta
kesesuaian data fisik dan data yuridis. Selain itu, perlu disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang lebih rinci mengenai mekanisme
pemeriksaan permohonan sertipikat pengganti agar kesalahan administrasi
yang berpotensi menimbulkan sengketa dapat diminimalkan.

Bagi Masyarakat, khususnya para ahli waris, hendaknya menyelesaikan
pembagian warisan secara jelas, terdokumentasi, dan sesuai dengan sistem

hukum waris yang berlaku sebelum melakukan peralihan hak atas tanah.
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Dalam pengajuan sertipikat pengganti maupun pelayanan pertanahan
lainnya, setiap pemohon harus memberikan data dan keterangan yang benar
serta melibatkan seluruh pihak yang mempunyai hubungan hukum
terhadap objek tanah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada analisis
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2023 dan pelaksanaannya
di Kantor Pertanahan Kota Palu. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mengkaji pelaksanaan pembatalan sertipikat berdasarkan berbagai jenis
putusan pengadilan di daerah lain, membandingkan pembatalan sertipikat
dalam perkara perdata dan tata usaha negara, atau menelaah efektivitas
pelimpahan kewenangan pembatalan produk hukum pertanahan
berdasarkan perkembangan regulasi terbaru sehingga diperoleh gambaran
yang lebih komprehensif mengenai praktik administrasi pertanahan di

Indonesia.
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